BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 47 TAHUN 2016
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, ESELONERING, TUGAS,

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

FUNGSI DAN URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA PADA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKALIS,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam  Lingkungan  Daerah
Propinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, ESELONERING, TUGAS, FUNGSI DAN
URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA PADA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN BENGKALIS.




‘_ "BABI
KETENTUAN UMUM

i?aéai 1.
Dalam Peratu;fan Bupati ini yahg dimakSud deﬁgan:
1. Déeféh adaiéh Kabﬁpaten "B‘engkaliv‘s;
2. Bupati adalah Bupati ‘Berklgkali's. A o - B i B ]
3. Dlﬁas adalah Dmas Llngkungan Hldup Kabupaten Bengkahs

4. Kepala adalah Kepala Dlnas Llngkungan Hldup Kabupaten
Bengkalls . :

5. Sekretarlat Daerah adalah Sekretarlat Dlnas L1ngkungan Hidup
Daerah Kabupaten Bengkahs - ‘

6. Sekretarls o adalah : Sekretarls ‘F'Dir‘xas' Lingkung‘an‘ Hidup
Kabupaten Bengkahs ‘ : -

7. Urut Pelaksana Tekms yang selanjutnya dlsebut UPT adalah Un1t Tk

Pelaksana - Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup yang
melaksanakan kegiatan teknis operasmnal dan/ atau keglatan
‘teknis penunjang tertentu Sl I

BAB II
B ,KEDUDUKAN’

Pasal 2 ‘

(1) Dlnas Llngkungan Hldup merupakan unsur pelaksana urusan
pemermtahan yang menjadi kewenangan daerah.

(2) D1nas L1ngkungan Hldup sebagaimana dlmaksud - pada ayat (1)
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah. -

BABII
SUSUNAN ORGANISASI
- DINAS LINGKUNGAN HIDUP




Pasal 3 i
(1) Susunan Orgamsam Dlnas Llngkungan Hldup, terd1r1 dar1
a Kepala | o
b Sekretarlat terdiri dan ;
i : 1) Sub Baglan Penyusunan Program,

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
3) Sub Baglan Keuangan dan Perlengkapan o

E C {Bldang Tata L1ngkungan terdm dar1

1) Seks1 Inventansa31 RPPLH dan KLHS
' 2) Seksi Kajian Dampak ngkungan dan . '
: 3) Seks1 Pemeliharaan Llngkungan S N Vo

' d. - Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, terdiri dari:
1) Seksi Pengurangah Sampah |

~ 2) Seksi Penanganan Sampah dan ‘
o 3) Seks1 lebah B3 :

fé.k;:l_ Bldang Pengendahan Pencemaran dan Kerusakan ngkungan
L terd1r1 dari: : g :
' 1) Seks1 Pemantauan Llngkungan,

~ 2) Seksi Pencemaran ngkungan dan
3 Seks1 Kerusakan ngkungan

f. Bldang Penataan dan Kapa31tas ngkungan Hldup,
L terd1r1 dan ‘

o 1) SekSl Pe ngaduan dan Penyelesauan Sengketa Llngkungan

~'2) Seksi Penegakan Hukum Lingkungan; dan
- 3) Sek31 Pemngkatan Kapa31tas Llngkungan deup

g "'kUmt Pelaksanaan Tekms dan
h. ;‘Kelompok Jabatan fung81ona1.' '
(2) Bagan Susunan Orga:rnsasl Dinas Llngkungan Hidup sebagaimana o

tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tldak terpisahkan - |
dari Peraturan ini. Se : : :




: BAB v
‘TUGAS DAN FUNGSI SERTA URAIAN TUGAS

Baglan Kesatu &
' KEPALA
Pasal '4' :

(1) Kepala mempunya1 tugas membantu Bupat1 melaksanakan urusan .
pemerintahan yang menjadi - kewenangan daerah dan tugas-
pembantuan dlbldang lingkungan hldup

(2) Kepala dalam melaksanakan tugas sebageumana dimaksud pada
ayat (1) menyelenggarakan fung81 ‘

a. perumusan keb1_]akan ‘daerah dlbldang tata hngkungan

 pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran '
dan kerusakan hngkungan hldup, penataan dan peningkatan
kapa31tas . \ ‘

" b. pelaksanaan kebljakan daerah d1b1dang tata hngkungan
pengelolam sampah dan limbah B3, pengendahan pencemaran
- dan kerusakan llngkungan hldup, penataan dan penlngkatan, s
| kapa31tas .

c. pelaksanaan koordinasi penyedian infrastruktur dan pendukung
di bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3,
pengendalian pencemaran: dan kerusakan hngkungan hldup, |

: penataan dan pemngkatan kapas1tas, ST o

d. peningkatan kuahtas sumber daya - ‘manusia ‘dibidang tata
- lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian .- *
- pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penataan dan -

pemngkatan kapasﬁas,

€. pemantauan pengawasan ~ evaluasi dan pelaporan
penyelenggaraan dibidang tata lingkungan, pengelolaan sampah
dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan
hngkunga_n hldup, penataan dan penmgkatan kapasitas;

f. pelaksanaan admlnlstra51 Dinas ngkungan Hidup; dan

: g pelaksanaan fung31 la.m yang dlbenkan oleh Bupau

Bagian Kedua

. SEKRETARIAT
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. Pasal 5

( 1) Sekretariat mempunyai tugas mem1mp1n mengkoord1nas1kan dan

mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan, pelayanan -

_kesekretariatan - yang meliputi ' pengkoordinasian, perencanaan,
penyusunan program pengkoordlnasmn, perencanaan, penyusunan
program dan anggaran pengelolaan keuangan perlengkapan dan

tata usaha : . '

(2) Sekretanat dalam melaksanakan tugas

pada ayat (1) menyelenggarakan fung31

a.

b.

£.

penyusunan rencana, program evalua31 dan pelaporan;

pelaksanaan admlnlstra31 kepegawalan dan rumah tangga
Dinas Llngkungan Hldup,

pelaksanaan admm1stras1 keuangan dan perlengkapan serta
‘penataan aset; . '

'pelaksanaan urusan surat menyurat kearsipan dan
dokumenta31 dan hubungan masyarakat . -

pelaksanaan» urusan Hukum orgamsasr dan hubungan
masyarakat; L g

“pelaksanaan pengkoordma31an penyelenggaraan tugas- tugast

Bldang, dan

’pelaksanaan tugas—tugas 1a1n yang dlbenkan oleh Kepala

(3) Susunan Organ1sa31 Sekretanat terd1r1 darl

a.
b.
c.

Baglan Penyusunan Program L SN - ‘ e
Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

‘Pasal 6

(1) Sub Baglan Penyusunan Program mempunyeu tugas menylapkan

- bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petun_]uk teknis
serta. layanan . dibidang penyusunan program sesuai  dengan

ketentuan yang berlaku - '

(3) Ura1an Tugas tersebut pada ayat (1) sebaga1 benkut

a.

merencanakan keglatan Sub Baglan Penyusunan Program :
berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data
yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai

v dengan peraturan perundang undangan yang telah ditetapkan;

\' sobagaimana dimaks'u‘d_:;v’ '
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~mengh1rnpun dan mempelajan peraturan perundang—undangan
kebijakan teknis, pedoman dan petun_]uk teknis serta bahan-

' bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Baglan

= Penyusunan Program

mencan mengumpulkan, menghlmpun, mensistematisasikan
dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang

. berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program

: sebaga1 ‘kerangka acuan/ pedoman penyusunan program dan
anggaran keglatan,

1. :rnen\gmventansw o permasalahan permasalahan : yang
berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program
~i'serta - menylapkan bahan bahan dalam ‘rangka pemecahan

rnasalah

menylapkan bahan penyusunan keb1_]aksanaan pedoman . dan
petunjuk teknis. d1b1dang Penyusunan Program

'melakukan koordlna31 dan smgkromsam keglatan dengan Bldang
‘ .dan satuan ker_]a perangkat daerah terkalt lainnya;

- mengkoordlnlr penyusunan dan pembuatan Rencana Kerja

~Tahunan/RKT Dinas, Arah Kebijakan Umum (AKU) Rencana

. Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) dan

- Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), serta Laporan Akuntablhtas‘
Klnelja Instan81 Pemerlntah (LAKIP),

. melakukan koord1nas1 dan konsulta31 dengan instansi terkait
~ dalam rangka penmgkatan pengelolaan urusan penyusunan
program perencanaan dan anggaran

melakukan koordlna81 dan smgkromsam kegiatan antara
‘aparatur dan pubhk untuk menghlndan terjadlnya duphka51
B Vkeglatan .. S S c ,

. menghlmpun dan meny1apkan RKA serta mengkoord1n1r
_ proses pembahasan dengan 1nstan81 terkalt sampa1 menjadi DPA;

. menyusun kelengkapan admmlstras1 : guna melaksanakan
~ kegiatan Tahunan berupa petunjuk operasional, penunjukan
pejabat pelaksana teknis kegiatan dan dokumen ‘kontrak dan
menylapkan rev1s1 (perubahan) DPA

. mengupayakan perubahan Anggaran Pendapatan Belan_]a Daerah
guna menampung usulan - program pembangunan yang
mendesak yang tldak dlrencanakan sebelumnya,




(1)

(2)

m. memberikan saran dan pertlmbangan kepada Sekretaris tentang
~ langkah- langkah atau tmdakan yang perlu diambil dibidang
tugasnya, '

n. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Baglan Penyusunan
Program sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang
telah dilakukan untuk. dlpergunakan sebagal bahan masukan -
bagi atasan; dan »

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik

- secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya
dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada Sekretariat. |

Pasal 7 :

Sub Baglan Umum dan Kepegawalan mempunyau tugas mcnylapkan
bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis
serta layanan . dibidang umum dan: kepegawa1an sesuai dengan
ketentuan yang berlaku

Uralan Tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut

a. ‘merencanakan kegiatan Sub Baglan Umum dan Kepegawaian =
berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber
data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan keglatan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah
dltetapkan :

b. menghlmpun dan - mempelajari - peraturan perundang-

undangan kebljakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis

~ serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas
Sub Baglan Umum dan Kepegawauan ’ »

- C. 'mencan, mengumpulkan menghlmpun mensxstematlsasﬂ(an

dan mengolah data serta ‘menganalisa data dan informasi
yang berhubungan dengan  tugas Sub. Bagian Umum dan
Kepegawaian sebagai kerangka acuan / pedoman penyusunan
rencana Kkegiatan; i :

d. meng1nventar1s1r . permasalahan-permasalahan ) yang
berhubungan dengan tugas Sub Bagian Umum - dan
Kepegawaian serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka.
pemecahan masalah :

e. 'mengarahkan dan mendlstnbusﬂ{a_n surat masuk dan keluar
sesuai dengan kepentmgan dan permasalahannya,

f. mene11t1 usulan permmtaan forma81 pegawai lingkup dinas,
dan menylapkan konsep petunjuk penyusunan forma51
pegawai  pegawai sebagai perencanaan kebutuhan pegawa1

- sesuai dengan kebutuhan dinas; :
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g. 'mengatur urusan rumah tangga dlnas menata ke1ndahan dan
keber51han kantor, serta keamanan hngkungan kantor;

h melakukan pengelolaan perpustakaan kear31pan dinas dan
melakukan pendokumentas1an keglatan dlnas,

i. melakukan tugas dlbldang hukum orgamsam dan tatalaksana
. serta hubungan masyarakat

j. »membenkan saran dan pertlmbangan kepada Sekretaris
- tentang langkah- langkah atau t1ndakan yang perlu diambil
dibidang tugasnya

k. membuat laporan pelaksanaan keglatan Sub Baglan Umum
dan Kepegawaian sesuai dengan data yang ada berdasarkan
kegiatan yang telah dilakukan untuk dlpergunakan sebagai
bahan masukan bag1 atasan dan

: L ~melaksanakan tugas- lam yang d1ber1kan oleh Sekretarls ba1k
‘ secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya
‘dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada Sekretanat

Pasal 8

(1) Sub Baglan Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas
menyiapkan bahan-bahan blmblngan kebijakan, pedoman, dan
petunjuk .- teknis serta . layanan dibidang keuangan - dan
perlengkapan sesua1 dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Uraian ’I‘ugas tersebut pada ayat (1) sebaga1 berlkut

a. merencanakan kegiatan Sub Baglan Keuangan dan
Perlengkapan berdasarkan data keglatan ‘tahun sebelumnya

- dan sumber 'data yang ada sebagai bahan untuk
melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang telah d1tetapkan

b. menghlmpun dan mempelajan peraturan : perundang—

" undangan kebgakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis

serta ‘bahan-bahan’ lamnya yang berhubungan dengan tugas
Sub Baglan Keuangan

c. mencari, mengumpulkan, menghlmpun, mens1stematlsa81kan
dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang
berhubungan - dengan tugas Sub Bagian Keuangan sebagi

' kerangka acuan / pedoman penyusunan rencana keglatan

| d. menglnventarlsu permasalahan permasalahan yang
. berhubungan. dengan tugas Sub Bagian Keuangan serta
meny1apkan bahan- bahan dalam rangka pemecahan masalah;
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~e. mengusulkan kepada Sekretaris tentang penunjukan
bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran,
penyimpan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus
barang, : R

f. melakukan pengawasan, pengendahan dan mengevaluasi
terhadap - kinerja bendahara pengeluaran, pembantu
 bendahara pengeluaran penyimpan barang, pengurus barang
“dan pembantu pengurus barang;

g menghlmpun dan mempers1apkan bahan dan data untuk
penyusunan rencana kebutuhan barang; .

h. melakukan pengawasan terhadap 1nventar1s barang serta
‘ membuat Kartu Inventaris Barang (KIB) dan tmembuat Kartu
Inventans Ruangan (KIR), : .

i. melaksanakan pengelolaan adm1n1stras1 keuangan yang
mencakup administrasi gaji pegawai, insentif tenaga kerja
~ sukarela, PNS, melakukan usulan kenaikan gaji berkala serta
melakukan - pembukuan, membuat Laporan Pertanggung
Jawaban (LPJ) keuangan evaluasi dan laporan kegiatan
kkeuangan dlnas, D e

j mengatur perlengkapan kantor, penataaan dan pengamanan
. aset, tindak lanjut LHP, ganti rugl serta proses administrasi
per]alanan dlnas pegawa1 sesua1 petunjuk atasan,

k. memberlkan saran. dan pertlmbangan kepada Sekretaris
sebagai bahan masukan untuk penentuan kebljakan leblh;

lanjut;

1 ‘membuat laporan hasil pelaksanakan tugas Sub Baglan
- Keuangan dan ‘Perlengkapan = sebagai ‘bahan
pertanggung]awaba_n, dan ’ o

m. melaksanakan tugas lain yélng diberikan oleh ‘Sekretaris baik
secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya
dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada Sekretariat.

Baglan Ketlga

BIDAN G TATA LIN GKUN GAN
B Pasal 9
(1) Bidang  Tata L1ngkungan mempunyai tﬁgas melaksanakan

penyunsunan dan pelaksanaan kebljakan, pemantauan dan
-evaluasi dlbldang tata hngkungan B :
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(2) Bidang Tata Lingkungaﬁ menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: -

a. penyiapéui pelaksanaan koordlna51 dibidang inventarisasi, RPPLH

dan KLHS, pengkajian dampak hngkungan dan pemehharaan o

_ hngkungan hldup,

b. penylapan penyunsun bahan rumusan kebljakan dibidang

inventarisasi, RPPLH, dan KLHS, pengkajlan dampak hngkungan K

~dan pemellharaan lingkungan hidup;

C. ' penyiapan pelaksanaan kebljakan d1b1dang inventarisasi, RPPLH,

dan KLHS, pengkajian dampak hngkungan dan pemehharaan‘ »

hngkungan hldup,
d. pelaksanaan pemantauan evalua31 dan pelaporan kegiatan

dibidang inventarisasi, RPPLH, dan KLHS, pengkajian dampak
l1ngkungan dan pemehharaan lingkungan hidup; v

e. gpelaksanaan tugas lain yang dlberlkan oleh Kepala sesuai dengan
tugasnya ~ , : : :

(3) Susunan Organ1sas1 Bldang Tata ngkungan, terd1r1 dari :
a. Seksi Inventar1sa51, RPPLH dan KLHS;
b. Seksi Kajian Dampak Lingkungan; dany =
c. Seksi Pemeliharaah Lingkungan Hidup. =
.,Pa$'a1 10

(1) Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS mempunyai tligas menyiapkan

bahan bimbingan, melakukan bimbingan, menyiapkan pedoman dan

kebijakan serta petunjuk teknis di.Seksi Inventarisasi, RPPLH dan
‘ KLHS sesuai dengan ketentuan yang berlaku :

(2) Uraian ’I‘ugas tersebut pada ayat (1) sebaga1 benkut

a. melaksanakan ‘inventarisasi data dan 1nforma51 sumber daya
alam v

b. menyusun dokurnen RPPLH

c. melakukan koordma31 dan smgkromsam pemuatan RPPLH dalam
'RPJP dan RPJM; - :

d. melakukan pemantauan dan evaluasi pclaksanaan RPPLH;

e. melakukan penentuaan daya ' dukung dan daya tampung »
lingkungan hldup, . ‘

f. melakukan koord1nas1 penyusunan tata ruang yang berbasis
daya dukung dan daya tampung hngkungan hidup;



R " h. melakukan s1nkronlsa81 RLPLH Nasmnal Pulau/ Kepulauan dan"“

-11 -

g melaksanakan penyusunan 1nstrumen ekonom1 hngkungan

hidup  (PDB) & PDRB hijau, mekanlsme msentlf dlsensentlf
pendanaan hngkungan hidup;

; -Ekoregeon

melakukan penyusunan N SDA dan LH

i melaksanakan penyusunan ‘Status. ngkungan Hldup Daerah;
k. ,melakukan penyusunan Indek Kuahtas Llngkungan Hldup,

melakukan s051ahsas1 kepala pemangku kepentlngan tentang
RPPLH:

‘m: melakukan penyusunan ka_]lan ngkugan I—Ildup Setrategls

Prov1n81 o

- on. melaksanakan pengesahan Kajlan L1ngkungan Hldup Setrategls,

"16- melakukan fas111ta31 ; keterhbatan, : masyarakat ; daklam

Q. vmelakukan tugas la1n yang dlbenkan oleh Kepala Bldang sesua1 .

NOR

2

. pelaksanaan KLHS

P melakukan fa3111tas1 Pemblnaan penyelenggaraan KLHS dan

dengan tugasnya

Pasal 11

Sek31 Ka_]lan Dampak ngkungan mempunyal tugas menylapkan
bahan bimbingan, melakukan bimbingan, menyiapkan pedoman
dan kebgakan serta petun_]uk teknis di . Seksi Kajian Dampak

o ngkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Uralan ’I‘ugas tersebut pada ayat (1) sebaga1 benkut

. a. mengkoordmasﬂ{an penyusunan 1nstrumen pencegahan dan

_pencemaran ‘dan /atau kerusakan lingkungan h1dup(Amda1
. UKL-UPL, izin 11ngkungan Audit LH, Analisis resiko LH);

- b ,memben pemlalan terhadap dokumen hngkungan (Amdal dan

- UKL/UPL);

| c ’menyusun ‘tim kajlan dokumen hngkungan hldup yang

(1)

: transparan (korms1 pemlau tim pakar dan konsultan), dan

’d. | melakukan tugas lain yang dlberlkan oleh Kepala Bldang sesuai

’ dengan tugasnya

Pasal 12

: Seksr Pemchharaan Llngkungan hldup mempunyau tugas
~_menyiapkan bahan bimbingan, melakukan b1mb1ngan, menyiapkan

pedoman dan kebijakan ‘serta  petunjuk  teknis . diseksi
Pemehharaan L1ngkungan sesua1 dengan ketentuan yang berlaku.
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(2) Uraian ’I‘ugas tersebut pada ayat (1) sebaga1 berlkut
a. melakukan perlmdungan sumber daya alam,
b. melaksanakan Pengawetan sumber daya alam, |
C. melakukan pemanfaatan secara . lestan sumber daya alam;
d. mengelola pencadangan sumber daya aIM'~
€. melaksanakan upaya mltnga31 dan adapta31 perubahan 1k11m

f. melaksanakan 1nventr1ga31 GRK dan penyusunan prop11 emisi
GRK; ~

g merencanakan konserva31 keanekaragaman hayatl
~ h. menetapkan | kebgakan ~ san pelaksanaan konservé81

Pemanfaatan berkelanjutan dan pengendahan kerusakan
'keanekaragaman hayatl : 2

i. memantau . dan  mengawas - pelaksanaan = konservasi -
keanekaragaman hayati' . '

j. menyelesalkan kOI’lﬂlk dalam pemanfaatan keanekaragaman
hayat1 dan ' ’

k. melakukan tugas lain ya_ng dlbenkan oleh Kepala Bidang sesua1
dengan tugasnya - _

) B‘agian Keempat\
BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3
Pasal 13

(1) Bidang Pengelolaan; Sampah‘ dan-Lirﬁbéth ‘B3 mempunyé.i tugas
melaksanakan  penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,
pemantauan dan evalua51 dlbldang pengelolaan sampah dan limbah
B3. ; : :

(2) Dalam melaksanakan tugas ‘bidang Pengelolaan Sampah dan
Limbah B3 menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. penylapan p\eklaksanaan koordinasi dlbldang pengurangan' -
sampah, penanganan sampah dan hmbah B3; . '

b. penylapan penyunsun bahan rumusan kebljakan dlbldangr )
pengurangan sampah penanganan sampah dan limbah B3; o

.c. penyiapan pelaksanaan kebuakan dxbldang pengurangan'
: sampabh, penanganan SMpah dan hmbah B3;
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d pelaksanaan pemantauan , eva.luam dan pelaporan keglatan -
- dibidang" pengurangan sampah penanganan sampah dan
E hmbah B3; ‘ Sl , '

e. pelaksanaan tugas lam yang dlberlkan oleh Kepala sesuai
dengan tugasnya ;

- (3) Susunan Organlsa31 Bldang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
terd1r1 dan Sl » e :

a. Seksi Pengurangan Sampah ,
. b Seksi Penanganan Sampah dan o
' - Seksi lebah B3 ER R

Pasal 14
(1) ,Sek81 Pengurangan Sampah mempunyal tugas melakukan -
~ penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan, pemantapan “serta.  pemberian = pendampingan,
pemantauan dan evalua51 dlbldang pengurangan sampah =

2y ;Uralan ’I‘ugas tersebut pada ayat (1) sebaga1 berlkut

a. rnelaksanakan ‘ pencarlan mforma81 pengelolaan sampah

tlngkat kabupaten

- b. menetapkan target pengurangan sampah dan pnorltas jenis
: sampah untuk setlap kurun Waktu tertentu, . .

el ‘membuat perumusan kebl_]akan pengurangan sampah

d. :melakukan pernblnaan pembatasan tlmbunan sampah kepada o
' :produsen/mdustn REIE U TR LR . -

v;e.. *tmelakukan pemblnaan penggunaan bahan baku produksi dan
- kemasan yang mampu d1ura1 oleh proses alam, ,

| "ff melakukan pembmaan pendaur ulangan sampah

g 'menylapkan fas111tas pendaur ulang sampah dan

[

‘h. melakukan tugas lam yang dlbenkan oleh Kepala Bldang
. sesuai dengan tugasnya : R

Pasa] 15

(1) Seksi Penanganan . Sampah mempunyal tugas melakukan
penyiapan koordinsi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan, - pemantapan, = serta pembeman pendampingan,

 pemantauan dan evalua31 d1b1dang penanganan sampah. :
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(2) Uralan ’I‘ugas tersebut pada ayat (1) sebagal berlkut
a. melakukan perumusan kebuakan penanganan sampah

b. mengkoord1nas1 pemilahan, pengumpulan pengangkutan,
dan pemrosesan akhir sampah;

c. melakukan pemungutan' retribusi’ atas jasa - layanan
- pengelolaan sampabh; ‘

d. melakukan - pengawasan  terhadap tempat pemrosesan
dengan akhlr sistem pembuangan open dumplng, '

€. menyusun dan melaksanakan 81stem tanggap darurat
pengelolaan sampah . :

f. menyedlakan sarpras penanganan sampah

g. memben kompensam dampak negatlf kegiatan pemrosesan
- -akhir sampah . .

melakukan keljasama dengan kabupaten/ kota laln dan
kemitaraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam

menyelenggarakan  pengelolaan  ~ sampah dan
- mengembangkan investasi dalamr ~usaha pengelolaan
‘sampah; o B L

i.  melakukan penetapan loka31 tempat TPS TPST dan TPA e
sampah o _ ; C '

i membenkan perlzman pengolahan sampah pengangkutan'
sampah = dan pemrosesan akhlr sampah yang
dlselenggarakan oleh swasta; - ;

melakukan kebljakan pembmaan dan pengawasan kinerja
pengelolaan sampah yang dllaksanakan oleh plhak lain
' (badan usaha), dan , .

_melakukan tugas lain yang dlberlkan oleh Kepala Bidang
sesua1 dengan tugasnya ,

Pésal 16

(1) Seksi Limbah B3 mempunyai tugas menylapkan bahan bimbingan,
melakukan bimbingan, menyiapkan pedoman dan kebijakan serta
petunjuk teknis dlseks1 hmbah B3 sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. . : - :

(2) Uraian Tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut'

‘a. melakukan - ‘penyusunan kebl_]akan penzman penyimpana
. sementara limbah B3 (pengajuan perpanjangan, perubahan
dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten,
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b. memben izin penyimparnan sementara limbah B3 dalam satu v
daerah dan melakukan pemantauan - serta pengawasan
terhadap penylmpanan sementara hmbah BS dalam satu
- daerah; b : ,

C. menyusun kebl_jakan perizinan ' penyimpanan sementara
- limbah B3 (pengajuan perpanjangan perubahan dan L
pencabutan) dalam satu daerah ’ ' S

d. ‘_membenkan | perlzman pengangkutan limbah B3
~ menggunakan alat angkut roda 3 (t1ga) dilakukan dalam satu
- daerah S

e. rnemberl penzman pemmbunan lebah B3 dilakukan dalam :
‘satu daerah; dan : R

f. melakukan tugas 1a1n yang dlberlkan oleh Kepala Bldang
sesuai dengan tugasnya ~ :

Bagian Kelima

BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN
‘ LINGKUNGAN HIDUP S

xPasal 177

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran ‘dan Kerusakan Lingkungan .
Hidup mempunyai = tugas melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebl_]akan, pemantuan -dan evaluasi dibidang

pengendahan pencemaran dan kerusakan hngkungan hldup b

(2) Bidang Pengendahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan :“
Hldup menyelenggarakan fungs1 sebagai berikut:

.a.. penyiapan pelaksanaan‘ koord1nas1 dlbldang pemantuan
lingkungan, pencemaran llngkungan dan  kerusakan.
hngkungan,

b. penylapan penyusun bahan rumusan kebijakan dibidang
pemantuan lingkungan, pencemaran lingkungan dan kerusakan.

llngkungan

C. penylapan pelaksanaan kebijakan dibidang pemantuan
lingkungan, pencemaran lingkungan  dan kerusakan
lingkungan;

d. 'pelak'sanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan
dibidang pemantuan hngkungan, pencemaran lingkungan dan
kerusakan llngkungan




. e pelaksanaan tugas leun yang dlbenkan oleh Kepala sesuai

(3). Susunan Organ1sas1 , Bldang Pengendahan Pencemaran dan’ :

dengan tugasnya

Kerusakan Llngkungan Hldup, terdln dar1

a. Sek31 Pemantauan Llngkungan, :

b, Seksi Pencemaran Lingkungan; dan

W

c. Sek31 Kerusakan Llngkungan

e Pasél 18 |

Seks1 Pemantauan Llngkungan mempunya1 tugas melakukan

penyiapan' koordinasi,- pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan =

- kebijakan, pemantapan serta pemberian pendamping, pemantauan,
: dan evalua31 dlbldang pemantauan llngkungan

UraJan ’I‘ugas tersebut pada ayat (1) sebagal berlkut

| a. melakukan pemantauan kuahtas alr

b. melakukan pemantauan kuahtas udara,

e bmelakukan pemantauan kuahtas tanah

: d‘.‘ melakukan pemantauan kuahtas p65131r dan laut

e melakukan peny1apan : sarpras pemantauan hngkungan

o

penyiapan koordlna31 pengkajlan penyusunandan pelaksanaan

(2)

: (labotarlum llngkungan), da_n

£, melakukan tugas lain yang dlbenkan oleh Kepala Baglan sesuali

‘ dengan tugasnya

Pasal 19
Sek31 Pencemaran ngkungan mempunyaJ tugas melakukan‘

kebijakan,  pemantapan,  serta - ' pemberian pendamplngan
pemantauan, dan evaluas1 dlbldang pencemaran llngkungan

Uralan Tugas tersebut pada ayat (1) sebagal berxkut

a.‘ ‘melakukan pemantauan sumber pencemar 1nst1tu81 dan non
= 1nst1tu81

b, 'melaksanaan penanggulangan “pencemaran (pembenan

. .informasi, penglsola81an serta. penghentlan) sumber pencemar
: 1nst1tu51 dan non 1nst1tu51
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- c melaksanaan pemuhhan pencemaran (pembersihan, remidiasi,
rehabilitas dan restora31) sumber pencemar 1nst1tu31 dan non
' 1nst1tus1 : :

d. ‘membuat baku mutu sumber pencemér |

€. mengembangkan 31stem 1nformas1 kondisi, potens1 dampak
dan pemberian peringatan ‘akan pencemaran atau kerusakan
. llngkungan hldup kepada masyarakat :

- f. " melakukan kebljakan pembinaan terhadap sumber pencemar -
institusi dan non institusi; dan ‘ :

g. melakukan tugas lain yang dlberlkan oleh Kepala Bidang
sesua1 dengan tugasnya S ;

~ Pasal20 |
(1) Seksi Kerusakan Lingkungank‘ mempunyai | tugas melakukan
penyiapan koordlna51, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan'

- kebijakan, pemantapan,  serta  pemberian  pendamping,’
pemantauan, dan evalua31 d1b1dang kerusakan hngkungan

(2) Uralan ’I‘ugas tersebut pada ayat (1) sebagau berikut:

a.‘ memantau krlterla baku kerusakan llngkungan,
b. melaksanakan pemantauan kerusakan llngkungan

¢. mengelola penaggulangan (pemberlan 1nforma31, penglsolasmn '
serta penghentlan) kerusakan lingkungan; dan :

d. melakukan tugas lam yang dlbenkan oleh Kepala Bidang
: sesuai dengan- tugasnya ;

Baglan Keenam

BIDANG PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS
- LINGKUNGAN HIDUP

. Pasal 21

(1) Bldang Penataan dan Pemngkatan Kapa31tas ngkungan Hidup =~

mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan, pemantauan dan evaluasi dlbldang penataan dan
, penglngkatan kapa51tas l1ngkungan hldup




(2)

b, .penylapan penyunsun bahan | rumusan kebgakan dlbldang: S

d. _‘pelaksanaan pemantauan, evaluas1 dan pelaporan kegiatan

Bldang Penataan ‘dan’ Penmgkatan Kapa31tas Llngkungan Hldup‘ e
- menyelenggarakan fung31 sebaga1 berlkut : :

-a. ’l,,penylapan pelaksanaan koordinasi dlbldang pengaduan dain o A

- penyelesaian sengketa, penegakan - hukum lmgkungan dan
:penmgkatan kapa31tas hngkungan hldup, :

‘pengaduan dan: penyelesaian sengketa, penegakan hukum
hngkungan dan pemngkatan kapasﬁas hngkungan hidup; ‘

C. :.fkj-penylapan pelaksanaan kebgakan dlbldang pengaduan dan

‘penyelesaian sengketa, penegakan hukum hngkungan dan‘

v pemngkatan kapas1tas lmgkungan hldup,

-dibidang pengaduan dan penyelesaian sengketa, penegakan
“hukum hngkungan dan penmgkatan kapa31tas llngkungan

»’hldup’ A

e ’ipelaksanaan tugas laJn yang dlberlkan oleh Kepala sesual? |

3)

bdengan tugasnya

Susunan Orgamsam Bldang Penataan dan Penmgkatan Kapamtas
‘ngkungan Hldup, terdm dan

a. Sek51 Pengaduan dan Penyelesalan Sengketa,

(1)

@)

b. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan; dan ‘ s , o

c. Seks1 Penlngkatan Kapasxtas ngkungan Hldup

Pasal 22

‘Seksi Pengaduan dan Penyelesman Sengketa L1ngkungan Hldup <

mempunyai ‘tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian,
penyusunan dan pelaksanaan ‘kebijakan, pemantapan serta
pemberian = pendamping, pemantauan, dan evaluasi dibidang
pengaduan dan penyelesalan sengketa hngkungan hldup ~

Uralan ’I‘ugas tersebut pada ayat (1) sebaga1 benkut

a. menyusun kebl_]akan tentang tata cara pelayanan pengaduan
dan penyelesalan pengaduan masyarakat

b. memberl fasﬂltas penenmaan pengaduan atas usaha atau

‘kegiatan yang tidak sesuai -dengan izin perhndungan dan
: pengelolaan llngkungan hldup, * 5

” C melakukan penelaahaan dan verlﬁka81 atas pengaduan

d. menyusun :‘ rekomenda51 ‘ tlndak’ lanjut ~ hasil veriﬁkasi

pengaduan;
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e. melakukan blmblngan tekms momtormg ‘atas pelaporan atas .
hasﬂ tmdak lanJut pengaduan,

f menyelesalkan sengketa lingkungan bauk di kuar pengadllan‘ ‘
maupun mela1u1 pengadllan , .

g mensosmhsasx tata cara pengaduan' dan

h. melakukan tugas lain yang dlberlkan oleh Kepala Bagian sesuai -
dengan tugasnya »
Pasal 23

( 1) Seks1 Penegakan Hukum Llngkungan mempunyai tugas melakukan
penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunandan pelaksanaan -
kebijakan, pemantapan, serta  pemberian  pendampingan,
pemantauan dan evaluasi d1b1dang penegakan hukum lingkungan.

(2) Uraian ’I‘ugas tersebut pada ayat (1) sebagal benkut

a. menyusun kebuakan pengawasan terhadap usaha dan atau
~ kegiatan yang memiliki izin hngkungan dan izin perhndungan‘
dan pengelolaan lmgkungan, _ ,

b. melakukan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan 2
izin perlmdungan dan pengelolaan lingkungan;

C.. melaksanakan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil .
evaluasi penerima izin lingkungan dan 1z1n perhndungan dan
pengelolaan hngkungan

" d. melakukan pembmaan dan pengawasan terhadap petugas o
\ pengawas llngkungan hidup daerah; ‘

e membentuk t1m koordmam dan monltonng penegakan hukum;
RE melakukan penegakan hukum atas pelanggaran perhndungan REE
dan pengelolaan LH; o

B melaksanakan penyehdlkan perkara perlanggaran lingkungan '
hldup, dan ‘ :

h. melakukan tugas la1n yang dlbenkan oleh Kepala Baglan sesuai-
dengan tugasnya R T o

Pasal 24

(1) Seksi Pemngkatan Kapas1tas Llngkungan Hldup mempunyal tugas
melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, - penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendamping,
pemantauan, dan evaluasi dibidang peningkatan kapasitas
11ngkungan h1dup
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(2) Uraian ’I‘ugas: tersebut pada ayat (1) 'sebagai berikut:

~a. menyusun kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat
hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan
‘hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA
terkait dengan perhndungan da_n pengelolaan lingkungan
hidup;
b. mengidentifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan
- pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal
atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau
pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan
‘ perlmdungan dan pengelolaan lmgkungan hldup,

c. menetapkan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA,
kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan
lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan S
perlindungan dan pengelolaan hngkungan hidup; .

d. kmelaksanakan komunikasi dlalog dengan MHA;

e. membentuk pan1t1a tim pengakuan masyarakat hukum adat'

f. menyusun data dan 1nforma31 proﬁl MHA kearifan lokal atau
‘pengetahuan tradlslonal terkalt perhndungan dan pengelolaan‘ .
hngkungan hidup; o : o

g menyusun kebl_]akan penmgkatan kapa51tas MHA, keanfan
" lokal atau pengetahuan tradlslonal terkalt PPLH

h. melaksanakan pend1d1kan dan pelatxhan, pengembangan dan
pendampingan terhadap MHA, keanfan lokal atau pengetahuan
tradlslonal terkait PPLH; ’ : !

i. melaksanakan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, ki
kearlfan lokal atau pengetahuan trad1s1ona1 terka1t PPLH; RS

J- menylapkan modal penmgkatan kapas1tas dan penmgkatan v
kerjasama MHA, kearifan’ lokal atau pengetahuan tradisional |
: terkaut PPLH; : :
K. menyiapkan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan:
kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional .
: terkalt PPLH

]

L ,mengembangkan materi diklat dan penyuluhan LH
m. mengembangkan metode diklat dan penyuluhan LH

n. melaksanakan diklat dan penyuluhan LH
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. ‘rneningkatkan kapasnas 1nstruktur dan penyuluh LH;

mengembangkan kelembagaan kelompok masyarakat peduh LH

: melaksanakan 1ndent1ﬁka31 kebutuhan dlklat dan penyuluhan
. menylapkan sarpras dlklat dan penyuluhan LH

. mengembangkan Jenls penghargaan LH

' menyusun kebl_]akan tata cara pembenan penghargaan LH

. melakukan penllalan dan pembenan penghargaan,

. membentuk tlm penllal penghargaan yang kompeten dan

melakukan tugas 1a1n yang dlberlkan oleh Kepala Bldang sesua1

- dengan tugasnya

(1)

2)

BAB V
UNIT PELAKSANA TEKNIS

: Pasal 25
Pada D1nas dapat d1bentuk Umt Pelaksana Teknis (UPT)

‘ berdasarkan kebutuhan dan beban kerja

UP’I‘ adalah Un1t Pelaksana Teknls untuk melaksanakan keglatan ’

‘teknis operasmnal dan atau kegiatan teknis penunjang yang

“mempunyai wilayah kerja mehputl satu atau beberapa Kecamatan

@

.(4,)_,
: *berpedoman kepada peraturan perundang—undangan yang
~ berlaku

)

di Kabupaten Bengkahs

UPT d1p1rnp1n oleh seorang Kepala UPT yang berada dlbawah dan

*bertanggung Jawab kepada Kepala dan 'secara operas1onal

berkoordma31 dengan Camat

Pembentukan UP’I‘ dltetapkan dengan Peraturan Bupat1 dengan;

: BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasa126 R T T R VA : i

Kelompok Jabatan Fungsmnal terdm dar1 se_]umlah tenaga
dalam Jenjang Jabatan Fungs1onal sesua1 dengan bidang

' ~keah11annya,
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(2) Kelompok ' Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga"
- fungsional senior yang berada dlbawah dan bertanggung jawab -
kepada Kepala

(3) Jumlah Jabatan Fungsmnal dltentukan berdasarkan sifat, jenis
dan beban ker_]a sesua1 dengan peraturan perundang-undang yang
berlaku; . : _ ‘

4) Pembinaan‘terhadap teriaga“fungks‘i_onal dilakukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-~ BAB VI
'ESELONERING

| ; Pasal 27
Jabatan Eselonermg pada Dinas Llngkungan H1dup, terdiri dari:
a. Kepala adalah Jabatan eselon 1I/b;

b. Sekretarls adalah Jabatan eselon 111/ a;

c. Kepala Bldang pada Dmas ngkungan Hldup adalah _]abatan
eselonIll/b;dan: v

d. Kepala Sub Baglan dan Kepala Seks1 pada Dinas ngkungan‘
Hldup adalah _]abatan eselon IV/ a. : :

'BAB VIII -
TATA KERJA

Pasal 28 A

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala, Sekretans Kepala Bldang,

" Kepala Sub- Bagian, Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional

dan Kepala UPT wajib melaksanakan prinsip koordinasi, 1ntegra51
dan smkromsas1 secara vertlkal dan horlzontal ‘

(2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi ~dilingkungan Dinas,
bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan
masing-masing dan memberikan blmbmgan serta petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahannya. S _

(3) Setiap Pimpinan Satuan Organi‘sasiv dilingkungan Dinas, wajib
mematuhi petunjuk—petunjuk dan bertanggung jawab kepada
atasan - masmg—masmg serta menyampa1kan laporan tepat
pada waktunya
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| . " BABIX |
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 29

(1) Kepala dlangkat dan dlberhentlkan oleh Bupatl dari- Aparatur' _
- Sipil - Negara (ASN) yang memenuhi syarat sesua1 dengan
peraturan perundang undangan yang berlaku. oo

(2) Sekretarls Kepala Bldang, Kepala Sub Baglan Kepala Seksr o
-~ Kepala UPT dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan =~
- oleh Bupati sesua1 dengan Peraturan Perundang—undangan yang ;

‘ ’berlaku . S :

(3) Pengangkatan Kepala, Sekretans Kepala Bldang, Kepala Sub .
- Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT ‘dan  Jabatan F‘ungsmnal :
perlu diperhatikan persyaratan umum - kepangkatan  serta
- kecakapan dan kemampuan tekms yang diperlukan untuk :
' kelancara_n tugas ‘ ‘ ,

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasa_l 30

: Sumber—sumber Pemblayaan ‘Dinas’ dlbebankan kepada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, subsidi atau bantuan Pemerintah
'Pusat dan bantuan dari lembaga lain’ yang 'sah di luar Pemerintah
~ Daerah dengan persetujuan - Bupati sesuai dengan Peraturan
‘ Perundang—undangan yang berlaku. . : ~ ‘

S BABXI o - i
KET ENTUAN PERALIHAN f

Pasal 31
Pada saat -Pératuran Bppati_iniz- dinyatakan berlaku, Pejabat yang
~lama  tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai
dilantikkannya'pejabat yang baru o ‘

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Bupat1 ini,. ma_ka segala ketentuan =
yang mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan
Peraturan ini dmyatakan tldak berlaku - P
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BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 30 November 2016

BUPATI BENGKALIS,

T

AMRIL MUKMININ

Diundangkan di Bengkalis
pada t al 2 Desember 2016
Pit. SE TARIS DAERAH KEBUPATEN BENGKALIS

HZARIANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016 NOMOR 47
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